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Abstract
Keywords: Policy Implementation, Development of Animal Husbandry.

This study aims to analyze the development of the livestock subsector
policy implementation period 2009-2012, identifying the factors driving and
inhibiting the development of the livestock sector in the city of Tual, and
formulate strategies to optimize the implementation of policies dhd programs in
the livestock subsector activities Tual .

Authors approach the problem George Edwards Il model implementation
, with a focus on the factors of communication, resoufces) disposition/attitude and
organizational structure. Research informants are $takehoiders who play a role in
the livestock subsector policy development /and ‘cattle ranchers who receive
assistance from the Government of Tual. Are/determined by purposive sampling.

Research resuits show that the implementation of the policies and
activities of the livestock subsector program 2009-2012 were not fully funded and
implemented in the livestock sub-Sector development operations as a whole.
Supporting factors : (1) Commufiication : Clarity and adequacy of information
through outreach to farmers / ranchers (2) Resources : The existing farm workers
in the field of educational backgiound S1. The government has allocated a budget
to support the livestock Sub-sector policies (3) Attitude/disposition : Officials to
be open and clear in delivering the program in the form of policies and activities
of the livestock subsector. Fammers strongly supports the activities of the
livestock sub-sector<(4) Organizational Structure : The organizational structure in
particular fields that deal with livestock has been formed . Inhibiting factors : (1)
Communication intensity counseling is still lacking and need to be improved (2)
Resources .no special technical officer primarnily livestock extension workers and
orderlies (3) The attitude/disposition : not all farmers who receive assistance
laksanak controls the raising of livestock, less caring attitude toward the business
of raising hivestock (4) Organizational structure : the absence of SOP in the field
of animal husbandry. In order to optimize the livestock sub-sector policy
implementation in the city of Tual, applicable strategies include : (a)
Intensification of cultivation of various types of livestock (b) Improvement of
human resources through training farm and apprentice (c) Empowerment of
farmer rancher/farmer group ; (d) Improving the quality of the training and
development of livestock (e€) Developing cooperation in livestock with related
institutions and farm companies.
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ABSTRAK
Implementasi Kebijakan Pengembangan Subsektor Peternakan
Di Kota Tual

Lili Irawati Usman
Program Studi Magister Administrasi Publik
Program Pascasarjana Upiversitas Terbuka

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengembangan Peternakan.

Penelitian imi bertwyjuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
pengembangan subsektor peternakan periode 2009-2012, mengidentifikasi faktor
pendorong dan penghambat dalam pengembangan subsektor petemakan di Kota
Tual, dan merumuskan strategi untuk mengoptimatkan implementasi kebijakan
dan program kegiatan subsektor petemakan di Kota Tual.

Penulis menggunakan pendekatan masaiah implementasi model George
Edwards 11, dengan fokus pada faktor-faktor Komwmnikasi, sumber daya,
disposisi/sikap dan struktur organisasi. Informan”pene¢litian adalah stakeholder
yang berperan dalam pengambilan kebijakan perigernbangan subsektor peternakan
dan peternak yang menerima bantuan temak dary’ Pemerintah Kota Tual. Yang
ditentukan secara purposive sampling.

Hasil penelitan menunjukan bahwa, implementasi kebijakan program dan
kegiatan subsektor peternakan 2009:2012 belum sepenuhnya dapat dibiayai dan
diimplementasikan dalam kegiatan ~operasional pembangunan subsektor
peternakan secara keselurvhan \Faktor Pendukung : (1) Komunikasi : Kejelasan
dan kecukupan informasi mielalw sosialisasi kepada petani/peternak (2) Sumber
daya : sudah ada petygas pada bidang peternakan berlatar pendidikan S1.
Pemerintah telah mergalokasikan anggaran untuk mendukung kebijakan pada
subsektor peternakan (3) Sikap/disposisi : petugas bersikap terbuka dan jelas
dalam menyampaikan kebijakan berupa program dan kegiatan subsektor
peternakan. Petemak sangat mendukung kegiatan pada subsektor peternakan (4)
Struktur Organisasi : Struktur organisasi khususnya bidang yang menangani
petemnakari telah terbentuk. Faktor Penghambat : (1) Komunikasi Intensitas
penyuluhan masih kurang dan perlu ditingkatkan (2) Sumber daya : belum ada
petugas teknis khusus utamanya penyuluh dan mantri temak. (3) Sikap/disposisi :
belum semua peternak yang menerima bantuan menguasai tata laksanak
pemeliharaan ternak, sikap kurang peduli terhadap usaha pemehbaraan temak (4)
Struktur organisasi : belum adanya SOP pada bidang peternakan. Dalam rangka
mengoptimalkan implementasi kebijakan subsektor petermakan di Kota Tual,
dapat diterapkan strategi antara lain : (a) Intensifikasi budidaya berbagai jenis
ternak (b) Peningkatan sumberdaya manusia petermakan melalui pelatihan -
pelatihan dan magang (c) Pemberdayaan petani petemmak/kelompok tani ternak;
(d) Meningkatkan mutu penyuluhan dan pembinaan bidang peternakan (e)
Membangun kerjasama dibidang peternakan dengan lembaga-lembaga terkait dan
perusahaan-perusahaan peternakan
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Penelitian Terdahulun
Beberapa penelitian terdabulu yang mempunyai hubungan dengan

implementasi kebijakan pengembangan peternakan antara lain :

1. Analisis Usaha Ternak Sapi Potong dan Optimalisasi Hsaha Petemakan
Berbasis Sistem Agribisnis di Jawa Tengah yang, dilakukan oleh Titik
Ekowati pada tahun 2012. Penelitian dilakukan dengan menggunakan
metode survey. Purposive sampling ditetapkan untuk penentuan lokasi
penelitian yaitn berdasarkan potensi yang ditunjukkan dari jumlah ternak
terbanyak. Alat analisis dengan pendekatan ekonometrika fungsi produksi
Model Cobb Douglas™: Y = A Z(Xi)ai E(Zj)Bj. Hasil penelitian
menunjukkan baliwa penerapan agribisnis masth dilakukan pada kriteria
cukup sampa \sédang, sedangkan indeks penerapan agribisnis pada
kategeri_eukup. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan penerapan
agribismis, perlu upaya baik dari pemerintah ataupun lembaga lain dalam
pemberdayaan peternak. Hal yang dapat dilakukan antara lain :

a. Pelatihan dan pendampingan aspek teknologi pakan ternak.

b. Peningkatan peran Lembaga Pendukung Agnbisnis baik lLembaga
Keuangan.

c. Aksesibilitas peternak pada Lembaga Pendukung agribisnis berkaitan

dengan pemasaran.
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d. Peningkatan ketrampilan inseminator agar calving interval lebih
singkat.

¢. Penerapan agribisnis petemak perlu ditingkatkan untuk memperbaiki
penampilan agribisnis peternakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hotmuda Simarmata, Hardinsyah dan Diah
K. Pranadji pada tahun 2008, dengan judul Analisis Kebijakan dan
Program Subsektor Peternakan Kabupaten lampung. Barat. Tujuan
penelitian adalah menganalisis kebijakan program ‘dan Kegiatan subscktor
peternakan serta lingkungan strategis yang) dapat mempengaruhi
perumusan strategi dan kebijakan subsecior petermnakan di Kabupaten
Lampung Barat. Penelitian mengguniakan desain cross sectional study
secara retrospektif berupa (treview terhadap dokumen kebijakan dan
perencanaan di Dinas “Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Lampung Barat«{ Hasilditabulasi dan dianalisis secara deskriptif dan
SWOT. Hasil ‘pénelitian menunjukan bahwa kebijakan dan program
subseldtor, peternakan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam
kegiatan operasional pembangunan subsektor petemakan. Porsi alokasi
anggaran subsektor petermakan terhadap pengembangan sumber daya
pangan lebih dominan dan lebih besar jumlahnya dibanding kegiatan
pendukung. Kenaikan anggaran tidak berbanding lurus dengan porsi
alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya pangan peternakan.
Strategi pembangunan subsektor peternakan diprioritaskan kepada

intensifikasi, pelayanan kesehatan hewan, aplikasi teknologi tepat guna,
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sumber daya manusia, sentra-senira peternakan, penyuluhan dan
pembinaan, agribisnis, regulasi, kemitraan dan perizinan.

3. Sumartono dan Ismani HP (Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA
UB) dan Alizar Isna (Mahasiswa Program Magister IAP, PPSUB) pada
tahun 2009 dalam penelitiannya berjudul Implementasi Kebijakan
Pembangunan Peternakan (Studi Kasus Tentang Gerbang Anak Desa di
Desa Sumingkir dan Desa Limbangan Kabupaten Dati.ll Purbalingga).
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dansmeénjawab pertanyaan
peneliian: mengapa pola pengembangan terrak vang dilakukan oleh
masyarakat suatu desa dapat berkembang? bagaimana proses pola
pengembangan usaha ternak yang dilakukan oleh masyarakat tersebut
menjadi kebijakan Gerbang (Anak’Desa? mengapa pelaksanaan Gerbang
Anak Desa di desa tertentu masih dapat berjalan, sementara di desa lain
sudah tidak berjalan_jagi (tidak berhasii)? bagaimana prospek Gerbang
Anak Desa \sckiranya dilaksanakan di desa-desa lainnya di seluruh
kabupaten?' “dan apakah Gerbang Anak Desa dapat dijadikan sebagai
model alternatif pengentasan kemiskinan? Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam, observasi,
dan dokumentasi. Lokasi penelitian dipilth Desa Sumingkir dan
Limbangan kabupaten Dati 11 Purbalingga. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis seperti yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin
(1990), yakni dengan melalui prosedur open coding, axial coding dan

selective coding. Untuk menetapkan keabsahan data, digunakan 4 kriteria,
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yaitu: derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian
(Lincoln & Guba, 1985, Moleong, 1990, dan Nasution, 1988). Hasil
penelitian menunjukkan pola pengembangan usaha ternak yang dirintis
oleh masyarakat dapat berkembang karena didorong oleh motivasi
individual dap keterbukaan masyarakat untuk menerima gagasan-gagasan
baru yang datang dan luar. Keberhasilan penyebaran pola pengembangan
ayam buras petelur di daerab lain, dipengaruhi eleh keberhasilan
pengembangan pola tersebut pada masyarakat perintis. Proses perumusan
kebijakan Gerbang Anak Desa bukan mertipakan” respon dari adanya
permasalahan yang ada dalam masyarakaty, namun lebih diwamai oleh
kepentingan pemerintah dacrah, dan’ proses perumusannya yang
didominasi oleh pemerintah(daerali. Pelaksanaan "Gerbang Anak Desa”
yang dapat berjalan dengan baik karena program tersebut berasal dan
didukung oleh dmetivasi dan dalam masyarakat sendiri. Kegagalan
implementasi Gerbang Anak Desa di daerah lain, disebabkan program
tersebut_berasal dan dipaksakan oleh aparat serta kurangnya motivasi dan
dalam’ masyarakat sendiri. Prospek keberhasilan implementasi Gerbang
Anak Desa yang sekaligus sebagai altematif model pengentasan
kemiskinan akan sulit terwujud karena tidak didukung oleh : sumberdaya
keuangan, kesiapan aparat pelaksana, kepastian lokasi kawasan,
kemampuan sumberdaya manusianya, kepastian keamanan lokasi
kawasan, serta kecenderungan pelaksanaannya yang menggunakan
pendekatan kekuasaan, lebih bersifat top down, dan tidak menciptakan

kemandirian kelompok.
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4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Syahirul Alim, Unang Yunasaf, Sugeng
Winaryanto pada tahun 2007 mengenai Implikasi Penerapan Kebijakan
Otonomi Daerah Terhadap Kegiatan Penyuluhan Peternakan di Kabupaten
Sumedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui se¢jauh mana
pengarth penerapan kebijkan otonomi daerah terhadap perencanaan
program penyuluhan petermakan dan pelaksanaan program kegiatan
penyuluhan peternakan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
Metode penelittan yang digunakan adalah studi kasts dengan pendekatan
deskriptif analitis Responden dipilih dengan c¢ard purposif sampling. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa : 1) Berlakunya otonomi daerah di
Kabupaten Sumedang tidak memberikan pengaruh yang positif bagi
perbaikkan kualitas penyulih,.dan penyuluhan di wilayah Kecamatan
Tanjungsari ; 2) Petani/peternak kurang dilibatkan dalam perencanaan
program penyuluban sehingga antusiame untuk mengikuti kegiatan
penyuluhan menurun ; 3) Pelaksanaan program penyuluhan bersifat jalan
ditempat karena tidak ada penjelasan yang memadai bagi tugas serta

fungsi penyuluh dan penyuluhan.

2. Administrasi Publik dan K<bijakan Publik
Admimstrasi publik diartikan sebagi arahan, pemernntahan, kegiatan
implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan,
kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan,
pertimbangan-pertimbangan  kebijakan scbagai pekerjaan individual dan
kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik dan sebagai arena bidang

kerja akademik dan teoritis yaitu proses dimana keputusan dan kebijakan
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diimplementasikan (Chandler dan Plano dalam Wahab, 2001). Selanjutnya
dijelaskan bahwa proses tersebut melibatkan sumber daya dan personel publik
diorganisir dan dikoordirasikan unfuk memformulasikan, mengimplementasikan
dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Pergeseran dan perubahan administrasi publik senantiasa mengikuti
perkembangan dan dinamika masyarakat dimana sistem administrasi itu bekena.
Konsep kebijakan publik sejak lama telah masuk dalam lingkup administrasi
publik, terutama dalam hal pembuatan keputusan (decision making). Oleh sebab
itu inti dari administrasi publik pada dasamya adalah‘mciupakan seluruh aktivitas
negara yang berkaitan dengan penyelenggafaani\dan pemenuhan kebutuhan
masyarakat (Nugroho, 2006). Selanjutnya dijelaskan bahwa paradigina merupakan
snafu cara pandang, nilai-nilai, {metode-metode, prinsip dasar atan cara
memecahkan sesuatu masalah ‘yang dianut oleh suatu masyarakat iJmiah pada
suatu masa tertentu, standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Fokus
menekankan pada metode dasar yang digunakan atau cara-cara ilmiah apa yang
dapat digunakan urituk memecahkan snatu persoalan, sedangkan lokus mencakup
medan atauempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan.

Carl J. Friedrick dalam Wahab (2001) mendefinisikan kebijakan sebagai
serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut
dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan atau

tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan
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mengetahui  hambatan-hambatannya, kemudian kebijakan tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk program-program, peraturan perundang-undangan atau
tindakan-tindakan pemerintah lainya.

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai
maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau
sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atan suatu hal
yang menjadi perhatian. Nugroho (2004) menjelaskan bahwackebijakan publik
berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatubangsadapat dipahami
sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk méncapai tujuan nasional dan
indikatornya dapat disederhanakan demgan meéngetahui sejauh mana kemajuan
pencapaian cita-cita telah ditempuh. Selanjutriya dijelaskan bahwa kebijakan
merupakan jalan untuk mencapai (ejuan” bersama yang telab dicita-citakan,
sebagai gambaran cita-cita Negara Kita adalah mencapai masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Paiicasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka kebijakan
publik ita merupakan késeluruhan dan sarana dan prasarana untuk mencapai
tempat tujuan-tersebut.

Kebijakan adalah suvatu hal yang ditetapkan dan diberlakukan sebagai
suaty arahan atau dasar yang mengikat masyarakat luvas melalui scrangkaian
pengambilan keputusan, yang melibatkan berbagai pihak yang mempunyai
hubungan kerja dan kepentingan yang luas serta lebih komplek (Tanziha, 2007).

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat
mengatur dalam rangka mercspon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan
mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat)

dan bertuyjuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan
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seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah
baik yang dilakvkan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam
pelaksanaanya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna
kebijakan agar dipatshi (Thomas Dye dalam Subarsono, 2005).

Kebijakan publik merupakan svatu keputusan yang dimaksudkan untuk
mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang
dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraaan
tugas pemernntah negara dan pembangunan (Mustopodidjaya dalam Wahab,
2001).

Tachjan dalam Setyadi (2005) menyatakan bahwa secara gans besar,
siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

1. Perumusan kebijakan

2. Implementasi kebijakan serta

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dengan demikien ‘dapat disimpulkan bahwa efektifnya suatu kebijakan
publik sangat. ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi,
implementasi/ serta evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut
mempunyai hubungan kausalitas dengan pola bersiklus secara terus menerus
sampai svatu masafah publik ataw tujuan tertentu tercapai. Dari beberapa
pengertian di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai rangkaian perintah
dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan
baik tujuan-tujuan maupun cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan
publik ini dipengaruhi oleh beberapa lingkungan yaitu lingkungan pembuatan,

lingkungan implementasi, dan lingkungan evaluasi.
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Kartasasmita dalam Widodo (2008) juga menjelaskan pengertian tentang
kebijakan sebagai upaya untuk memahami dan mengartikan atas:

1. Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah atas suatu

masalah;

2. Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi masalah tersebut;

3. Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan yang diambil.

Islamy (2001) menjelaskan bahwa kebijakan negara adalah serangkaian
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak“dilaksanakan oleh
pemerintab yang mempunyai twjuan dan beroriemtas)” pada tujuan demi
kepentingan masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang dipergunakan untuk mencapai” tujuan, sasaran dari program-
program dan tindakan yang dilakikan 0leh pemerintah. Selanjutnya Islamy
menguraikan beberapa elemen. penting dalam kebijakan publik yaitu :

- kebijakan publik /itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-

tindakan pemerintah;

- kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan

dalam bentuk yang nyata;

- kebtjakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan

sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;

- kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh

anggota masyarakat

Subarsono (2005) menjelaskan bahwan kebijakan publik adalah apapun
pilihan pemeriniah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut

mengandung makna bahwa :
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1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan
organisasi swasta;

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atan tidak

dilakukan oleh pemerintah.

Dengan demikian kebijakan publik dapat disimpilkan sebagai rangkatan
tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon masalah
yang dihadapi masyarakat dengan tujuan tertentu dan berorientasi pada
kepentingan publik dalam rangka mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan
tuntutan masyarakat. Kebijakan dibuat untuk mencari)jalan keluar atas suatu
masalah atau isu yang berkembang di masyardkat, sehingga dapat diketahui apa
pengaruh dan dampak dari kebijakan yang diputuskan.

Hal ini juga dijelaskan oleh|ewis” A. Gunn dalam Tangkilisan (2003),
bahwa kebijakan pada dasarnya, adalah tindakan yang mengarah kepada tujuan
tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.
Kebijakan pada dasarnyd diarahkan kepada apa yang sudah dilakukan oleh
pemerintah «an\ tidak hanya apa yang ingin dilakukan oleh pemerntah.
Selanjutnya.dijelaskan bahwa kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan sebagai kegiatan perumusan sampai

dengan dibuatnya suatu kebijakan.

2. Proses implementasi sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang

sudah dirumuskan.

3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali

implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencan
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Jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan
membahas antara lain cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.
Bentuk instrumen kebijakan yang dipilih tergantung pada substansi dan
lingkup permasalahan, hal ini dijelaskan oleh Said dan Mustopadidjaja dalam
Rakhmat (2009) bahwa perspektif manajemen kebijakan publik dapat dibedakan
dalam tiga tingkatan atan yang dikenal dengan stratifikasi kebijakan yaitu :
1. Kebijakan umum
Digambarkan sebagai kebijakan yang menjadizpedoman pelaksanaan
bagi tingkatan kebijakan dibawahnya.
2. Kebijakan pelaksanaan
Yaitu kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum.
3. Kebijakan teknis
Adalah kebijakan “operasional yang berada dibawah kebijakan

pelaksanaan:

3. Implementasi Kebijakan

Salah \ satv” tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah
implementasi kebijakan, yang biasanya dianggap hanya sebagai pelaksanaan dan
apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini
kurang berpengaruh. Namun pada kenyataannya, tahapan implementasi menjadi
tahapan yang penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi
merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat

mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Wahab, 2001).
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Van Meter dan Van Hom dalam Winamo (2007) menjelaskan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oich
organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan.besar dan kecit
yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Rakhmat<{(2009) menyatakan bahwa
implementasi merupakan suvatu langkah yang sangat penting, sebagai salah satu
tahap dalam siklus kebijakan yang sangat men¢ntukan berhasil tidaknya suatu
kebijakan, sebagai suatu proses peldksanaan kebijakan berupa tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya fujuan yang telah dietapkan dalam suatu kebijakan.

Implementasi berhubungan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan
untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini pejabat yang mengatur cara
untuk merngorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah
dipilih (Tangkilisan, 2003). Implementasi berhubungan dengan berbagai kegiatan
yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif
mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang
digunakan untuk dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan
interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat

dengan mudah diikuti dalam rangka merealisasikan program.
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Lane dalam Akib (2010) menjelaskan konsep implementasi sebagai
konsep yang dibagi dalam dua bagian yaitu implementasi merupakan persamaan
fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan penjelasan itu, formula
implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil dan
akibat.

Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator,
implementor, inisiator, dan waktu (Sabatier dalam Akib 2010). Penekanan utama
kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendirt, kemudian-hasil yang dicapai
dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun wakta ferténtu.

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah bagimana memahami apa
yang seharusnya dilakukan sesudah suatu program diberlakukan atau diromuskan.
Pemahaman tersebut mencakup usaba-usaha untuk mengadministrasikannya dan
menimbulkan dampak atau pengaruh yang nyata pada masyarakat (Widodo,
2008).

Van Meter dan_Van Hom dalam Winamo (2007) menjelaskan bahwa
implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
orgamsasi\publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan 1ni
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjad: tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil

yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
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Winarno (2007} mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai
suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai
perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan.

Dengan demikian implementasi selain melibatkan perilaku badan-badan
administratif yang bertanggungjawab untuk, melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada dirt kelompok sasaran, juga menyangkut jaringan
kekuatan politik, ekonomi dan sosidl,yang langsung atau tidak langsung dapat
mempengaruhi perilaku dari. semua’ pibak yang terlibat, dan pada akhirnya
Implementasi merupaka tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah
digariskan dalam keputdsan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh
individu, pejabat, pemerintah ataupun swasta berpengaruh dan berdampak baik
yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program.

Doplementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan suatu
kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung
mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi

kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2006).
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Dunn (2003) mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, dengan
istilah implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan pengendalian aksi-aksi
kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Tachjan dalam Setyadi (2005) menjelaskan bahwa unsur-unsur dalam
implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

a. Unsur pelaksana : pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang
menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran
organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi
organisasi, pengambilan keputusan, perencanadn, penyusunan program,
pengorganisasian, penggerakkan manusia,” pelaksanaan operasional,
pengawasan serta penilaian.

b. Unsur program yang dilaksanakan : suat kebijakan publik tidak akan
berarti tanpa tindakanstindakan nyata yang dilakukan melalui program
atau kegiatan. (Prografn merupakan rencana yang bersifat komprehensif
yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan
terpadiy, dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan
sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budjet.

¢. Target atau kelompok sasaran : target atau kelompok sasaran adalah
sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan
menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh
kebijakan. Karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran antara
lain besaran kelompok, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman,
usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas

implementas;.
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Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atas keputusan kebijakan
dasar, yang biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun biasa juga
dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan yang penting. Perintah
atau keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta berbagai
cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah
melalui beberapa tahapan. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan
keputusan oleh badan pelaksana, kesediaan dilaksanakannya K€putusan tersebut
oleh kelompok sasaran, dampak nyata, dampak keputusan diuraikan oleh pihak-
pthak pengambil keputusan, kemudian dilakukan ‘perbaikan-perbaikan penting
terhadap keputusan tersebut (Widodo, 2008).

Dari beberapa pengertian {grsebut diatas dapat disimpulkan bahwa
implementasi merupakan suatu Kegiaian atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana
kebijakan dengan harapan/akan memperoleh suatu hasil yang sesmai dengan
tujuan atan sasaran dar/kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan menjadi
tahap yang pentirig dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program
harus diimpleinientasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan.
Implementasi kebijakan dalam pengertian luas dipandang sebagai alat
administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya
yang diformulasikan bersama-sama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam
rangka meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Pada aspek pelaksanaan,
terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linter

dan model interaktif (Dye dalam Akib,2010).
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Salah satu model Implementasi Kebijakan Publik adalah Model George C.
Edwards 1Il, yang menjelaskan bahwa ada empat faktor atau variabel krusial
dalam implementasi kebijakan publik (Subarsono, 2005) yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang melibatkan
pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.
Komunikasi sangat diperlukan agar implementasi menjadi lebih efektif.
Agar komunikasi menjadi efektif harus diperhatikan beberapa aspek
antara lain yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program, orang-
orang yang tepat dalam menyampaikan dan menerima informasi agar
informasi menjadi jelas sehingga dalam implementasi siapa dan apa
yang harus dilakukan menjadi lebih.

2. Sumber-sumber

Pelaksanaan kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, antara lain
surnber daya mianusia dalam hal ini jumlah dan kemampuan para staf,
kekuasean dan wewenang serta sarana dan prasarana sebagai alat
pendukung dan pelaksana suatu kegiatan serta anggaran yang
diperlukan untuk membiayai operasional implementasi kebijakan.

3. Disposisi atau sikap

Sikap dari pelaksana program sangat erat hubungannya dengan
kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan suatu kebijakan.
Faktor keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah

sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau
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dukungan yang telah ditetapkan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan
antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana
kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan suatu struktur
birokrasi yang efektif dan efisien dengan prosedur birokrasi yang tidak
rumit dengan tujuan menghindari pemborosan. sumber daya,
peningkatan tindakan-tindakan yang tidak di inginkan, menghambat
koordinasi dan membingungkan para pelaksanadi tingkat bawah.
Mode}l Implementasi Kebijakan Publik $estai dengan penjelasan di atas

dapat dilihat pada Bagan 2.1 sebagai berikut :

Sumberdaya

4

Implementasi

/V
Sikap
{disposisi)

Y

Birokrasi

Bagan 2.1
Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward 111.
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Sumber daya aparatur sebagai salah satu variabel penting dalam
implementasi kebijakan dalam posisinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban tanggung jawab
penyelenggaraan pemerintaban, menurut Rakhmat (2012) jenis kompetensi
sumber daya aparatur antara lain :

1. Kompetensi Teknis

2.  Kompetensi Manejerial

3. Kompotensi Sosial, dan

4. Kompotensi Intelektual

Nugroho (2006) menjelaskan bahwa ,dalam mengukur keefektivan
implementas: kebijakan perlu memenuhi ‘empat tepat’ yaitu :

1. Apakah kebijakannya sendiri sidah tepat

Ketepatan kebijakan dengan mengukur sejauh mana kebijakan
tersebut meniuat_hai-hal yang memang memecahkan masalah yang
akan dipecabKan.

2. Ketepatan pelaksana

Dalam implementasi kebijakan melibatkan tiga aktor atau lembaga
scbagai pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah,
masyarakat/ swasta atau implementasi kebijakan yang dilakukan oleh
pihak swasta. Kebijakan yang sifatnya monopoli, kebijakan
pemberdayaan masyarakat dan kebijakan yang bertujuan mengarahkan

kegiatan masyarakat.
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3. Ketepatan target
Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yaitu pertama, apakah
target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua,
apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak,
yang ketiga, adalah apakah intervensi implementasi kebijakan sifatnya
baru atau memperbarui implementasi kebijakan yang sudah ada.

4. Ketepatan Eingkungan
Ada dua lingkungan yang menentukan, yaiti—(1) lingkungan
kebijakan, sebagai interaksi antara lembdga-perumus kebijakan dan
pelaksana kebijakan dan lembaga lain ‘yang terkait; (2) lingkungan
eksternal kebijakan yang terdiri -atas opini publik, anggapan
masyarakat atas kebijakéin, dan” imlementasi kebijakan, interpretasi
lembaga-lembaga strategis’ dalam masyarakat, dan individu-individu
tertentu yang/ meniegang peranan dalam interpretasi kebijakan dan
implementasikebijakan.

Beberapa \faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-
program pemerintah yang bersifat desentralistis (Subarsono, 2005). Faktor- faktor
tersebut diantaranya :

1. Kondisi lingkungan; Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi
kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio
kultural serta keterlibatan penerima program atau kelompok sasaran.

2. Hubungan antar organisasi; Dalam banyak program, implementasi

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
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Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi
keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program; Implementasi
kebijakan perlu didukung sumberdaya baik swnberdaya manusia
(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human
resources).

4, Karakteristtk dan kemampuan agen pelaksana; yang.termasuk dalam
Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana—adalah strukiur
birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hiibungan yang terjadi dalam
birokrasi, yang semuanya itu akan semperigaruhi implementasi suatu
program.

Keberhasilan implementasi ‘atas~suatun kebijakan oleh Grindle dalam
Nugroho (2006) ditentukan oleh, isi* Kebijakan dan konteks implementasinya. Isi
kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruh atas suatu kebijakan; jenis
manfaat yang dihasilkan;derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat
kebijakan; siapa\ (pelaksana program) dan; sumber daya yang dikerahkan.
Selanjutnya. konteks implementasinya adalah kekuasaan, kepentingan dan strategi
aktor yang terlibat; karakterist:k lembaga dan penguasa dan ; tingkat kepatuhan
dan daya tanggap.

Menurut Tachjan dalam Setyadi (2005) program dalam konteks
implementasi kebijakan publik terdiri dan beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun atan mendesign program beserta perincian tugas

dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas

serta biaya dan waktu.
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2. Melaksanakan program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan
personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode
yang tepat.

3. Merancang sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana
pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan
kebijakan.

Program merupakan rencana yang bersifat komprebensif yang sudah
menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan‘\ierpadu dalam satu
kesatwan. Mepurut Siagian (1985) program harus menggambarkan sasaran,
kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran,” sehingga suatu program
ideainya harus mempunyai ciri-ciri antara lain's

1. Sasaran yang dikehendaki

2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
tertentu;

3. Besamya biayayang diperlukan beserta sumbernya;

4. Jeniswenis kegiatan yang dilaksanakan dan ;

5. \Ienaga kepja yang dibutubkan baik ditinjau dan segi jumlahnya
maupun dilihat dar sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan
yang diperlukan.

Syarat-syarat untuk mengimplementasikan kebijakan Negara secara

sempurna menurut teori implementasi oleh Brian W. Hogwood dan Lewis dalam

Wahab (2001) yaitu :
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a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana,
tidak mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-
hambatan tersebut mungkin saja bersifat fisik, politis dan sebagainya;

b. Dalam pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang
cukup memadai;

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan berdasarkan suatu

hubungan sebab akibat;

Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata

rantai penghubungnnya;

Hubungan saling ketergantungan kecil;

Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;

Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;

Komunikasi dan koordinasi yang sempuma.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan

Mendapatkan kepatuhan yang sempuma.

o

it B

Berdasarkan teori tersebut yang dijelaskan “bahwa faktor pendukug
implementasi kebijakan harus didukung dar diterima oleh masyarakat, apabila
anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah
implementasi kebijakan akan berjalai sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa
ada hambatan-hambatan yang~mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan
sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permendagti-Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa program adalah
merupakan “instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan” oleh instansi pemerintah atau lembaga atau masyarakat yang
dikoordinasiltan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, dimana program tersebut terdiri dari program
satuan kerja prangkat daerah (SKPD) yaitu sekumpulan rencana kerja satuan kerja
perangkat daerah, program lintas satuan kerja perangkat daerah. Dengan
demikian program dapat diartikan sebagai penjabaran kebijakan SKPD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
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SKPD tersecbut, Selanjunya dijelaskan bahwa program merupakan proses
penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu
rencana, merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk
menjabarkan kebijakan dalam kurun waktu jangka panjang, jangka atau jangka
pendek.

Kegiatan adalah penjabaran dari kebijakan yang merupakan arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi
dan misi organisasi serta segala hal yang harus dilaksanakan oleh instansi
pemerintah dalam merealisasikan program kerja opérasionalnya. Dengan kata
lain kegiatan menipakan pelaksanaan dari /Svatu program berupa tindakan
penggunaan sumber daya, baik itw sumber daya’ manusia, modal, teknologi dan
peralatan sebagai masukan atau input untuk selanjutnya menghasilkan keluaran
atau output.

Anggaran diatur dan _ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, pada
tingkat pusat disebut derigan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara\(APBN) dan pada tingkat daerah dikenal dengan Peraturan
Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Propinsi, Kabupaten/Kota.

4. Strategi dan Pembangunan Peternakan

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan jangka panjang sebagai

tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen dan sumber

daya yang mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam waktu jangka panjang,
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khususnya lima tahun dan berorentasi masa depan, sehingga perlu
mempertimbangkan faktor-fakior ekternal dan internal yang dihadapai oleh suatu
organisasi (Christianta, 2010).

Strategi itu sendin merupakan seni menggunakan kecakapan dan sumber
daya swvatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang
efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu,
2003).

Strategi sebagai kemampuan organisasi untuk mengadaptasi masa depan
yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah.~Strategi penting karena
merupakan proses untuk menentukan arah yang’baius dijalani agar visi dan misi
organisasi dapat tercapai. Strategi juga dapat memberikan dasar yang masuk akal
untuk kepuiusan-keputusan yang dkan~imnenuntun kearah pencapaian tujuan
organisasi. Keputusan strategis‘akan meningkatkan kemampuan pemimpin dalam
menghadapi perubahan (Hasniat; 2012).

Sedangkan strategi menurut Christianta (2010) adalah :

1. Stratepradalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-
tujuan (goals), kebijakan-kebijakan (policies) dan tindakan / program
organisasi ;

2. Strateg? adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau akan
menjadi apa suatu organisasi di masa depan (arah) dan bagaimana cara
mencapai keadaan yang diinginkan tersebut ;

3. Strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang
untuk mencapai tujuan organisasi ;

4. Strategi adalah pilihan tentang apa yang ingin dicapa: oleh organisasi

di masa depan (arah) dan bagaimana cara mencapai keadaan yang
diinginkan tersebut (rute).
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Perencanaan strategis merupakan elemen penting dalam setiap manajemen
perusahaan strategis. Ada berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan
untuk melaksanakan perencanaan strategis dan salah satunya adalah dengan
menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT mengacu untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal organisasi dan peluang
dan ancaman merupakan faktor eksternal (Dora, 2010).

Strategis pengembangan dapat dilakukan dengasr—analisis SWOT
(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threat<{atau Kekuatan, Kelemahan
Peluang, dan Ancaman). Analisis SWOT adalah‘metode perencanaan strategis
yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatany kelemahan, peluang, dan ancaman
berkenaan dengan suatu kegiatan proyelk’atau usaha. SWOT merupakan alat
formulasi pengambilan keputusan serta untuk menentuokan strategi yang ditempuh
berdasarkan kepada logika urituk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun
secara bersamaan dapat mieminimalkan kelemahan dan ancaman (Sadik, 2011).

Ada tiga‘tahapan yang harus dilakukan dalam merumuskan strategi yang
benar, antara/lain tahapan masukan, tahapan pencocokan dan tahapan keputusan.
Tahapan masukan merupakan suatu tahap dalam mengumpulkan dan meringkas
informasi sebagai dasar yang diperlukan untuk merumuskan suatu strategi.
Kemudian tahapan pencocokan dilakukan untuk merumuskan alternatif-altemnatif
strategi yang layak dengan memadukan faktor-faktor internal dan eksternal
(Harisudin, 2004). Selanjutnya tabap keputusan merupakan tahap memilih dan

memutuskan alternatif-alternatif strategi yang dihasilkan pada tahap pencocokan.
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Menurut Bahri (2008) tujuan umum pembangunan peternakan adaiah
meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang mengarah pada pemanfaatan
sumber daya lokal untuk membangun peternakan yang berdaya saing dan
berkelanjutan serta membangun sistem peternakan nasional yang mampu
memenuhi kebutuhan yang berasal dan produk petermakan dan meningkatkan
kesejahteraan peternak. Sementara itu tujuan khusus pembangunan peternakan
antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas bibit ternak, .mengembangkan
usaha budidaya untuk meningkatkan populasi, produktivitas darproduksi ternak.

Menurut Santoso (2010) format penyelenggaraairpembangunan pertanian
termasuk didalamnya subsektor petermakan yang optimal dalam era otonomi
daerah adalah format yang berbasis pada kemandirian lokal yang mengakui dan
memahami sepenuhnya kemajemikan~yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat, termnasuk masyarakat petani dan usahataninya. Untuk merealisasikan
hal tersebut maka perlu dipersiapkan dan dilaksanakan antara lain :

1. Pengembaliani kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan
kemampuan” pemerintah dalam merancang, merumuskan berbagai
kebijakan yang memihak kepada petani;

2. Mempersiapkan pengembangan sdm pertanian/peternakan yang sesuai
dengan fungsi yang akan diperankan,

3. Memformulasikan kembali berbagai perangkat kelembagaan yang
sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat yang sangat majemuk,
sehingga semua unsur terjamin hak-hak dan kompetensinya untuk
berperan secara fungsional tanpa kehilangan identitas masing-masing,

4. Menyiapkan kelembagaan dialog pada berbagai tingkat tatanan,
sebagai media penyaluran aspirasi dan media untuk menciptakan
konfigurasi pembangunan pertanian yang sinergis.

Keberhasilan pengembangan peternakan yang berorientasi agribisnisnis

tidak saja ditentukan oleh Instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian semata,

tetapi juga didukung oleh lembaga yang berpengaruh. Disamping itu peningkatan

jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan pendapatan akan
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meningkatkan konsumsi terhadap produk-produk peternakan. Dengan semakin
berkembangnya suatu daerah akan membuka peluang untuk usaha peternakan,
yang tentunya ikut didukung oleh program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh
pemerintah setempat,

Soeharno (2002) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang
ditunjang dengan meningkatnya pendapatan perkapita merupakan peluang dalam
usaha peternakan. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka akan
semakin meningkat pula jumlah konswmnsi dan permintaan terbadap hasil-hasil
peternakan. Sementara peningkatan pendapatan perkdpita dengan sendirinya akan
meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Hanafiah (1988) subsektor petérnakan mempunyai keterkaitan
dengan berbagai sektor ekonomi lainnya:Pengembangan kawasan petemakan
mempunyai nilai sosial, ekonomi “dan ekologis. Dengan pengembangan
petemakan diharapkan dapat~meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat serta menjagd keseimbangan lingkungan. Perencanaan pembangunan
ekonomi daerab ‘bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki
penggunaan_sumber-sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan
untuk memperbaiki ekonomi di daerah. Peternakan merupakan salah satu
komoditas pangan yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
pertumbubhan ekonomi dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan
protein hewani.

Menurut Santoso (2010) ada sedikitnya sepuluh permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan peternakan yaitu

pemerataan dan standar gizi nasional belum tercapai, peluang ekspor yang belum
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dimanfaatkan secara maksimal, sumber daya pakan yang minimal, belum adanya
bibit unggul produk nasional, kualitas produk yang belum standar, efisiensi dan
produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara
optimal, belum adanya keterpaduan antara pelaku peternakan, komitmen yang
rendah dan tingginya kontribusi peternakan pada pencemaran lingkungan.

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari
pembangunan pertanian, dengan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk
meningkatkan populasi ternak, produksi ternak, memperluaskesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat petani ternak {damrmeningkatkan konsumsi
protein hewani asal ternak melalui peningkata ketersediaan produk asal ternak
(Arlina,1997).

Menurut Saragih (1998) pengembarngan agribisnis peternakan bukan saja
pengembangan komoditas petemakan namun lebih dan itu, yakni pembangunan
ekonomi atau wilayah{yang berbasis pertanian yang didalamnya termasuk
subsektor peternakan. “Dengan demikian untuk pengembangan peternakan harus
memperhatikan kesesuaian ekologis dan keseimbangan lingkungan yang ditujukan
untuk kesejahtcraan peternak. Bertolak dari hal tersebut perlu ditetapkan suatu
strategi untuk pengembangan peternakan, dengan asumsi bahwa pertumbuhan
penduduk dan pendapatan masyarakat yang meningkat, maka permintaan atas

produk peternakan sebagat kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41388 pdf

B. Kerangka Berpikir

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemekaran
wilayah di seluruh Indonesia merupakan salah satu peluang yang baik bagi daerah
untuk dapat berkembang. Daerah dapat terus berusaha untuk meningkatkan
perekonomian dengan memanfaatkan potensi yang ada. Otonomi daerah sifatnya
adalah sebuah kebijakan yang ditentukan oleh pusat untuk melihat sejauhmana
daerah siap dalam melaksanakan semua yang ada di undang-undang otonomi
daerah.  Pembangunan pertanian yang didalamnya . mencakup subsektor
peternakan  dilakukan oleh pemerintah dan sangat/-erat” kaitannya dengan
kebijakan-kebijakan dan program-program subséktor peternakan yang dirumuskan
dan diimplementasikan dalam bentuk dan kegiatan-kegiatan setiap tahun.

Dalam sistem peternakan ada.empat komponen yang saling terkait dan
sangat perlu diperhatikan yaiti, kekvasaan, kepentingan, kebijakan dan budaya
peternakan. Kekuasaan gebagai cara yang digunakan untuk mencapai hasil yang
diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam
masyarakat. . Kepenfingan merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh
pelaku peternakan. Kebijakan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan
kepentingan, biasanya dalam bentuk undang-undang. Budaya peternakan
merupakan orientasi subjektif individu terhadap sistem peternakan yang berlaku.
Keempat komponen tersebut harus dibangun secara bersama, agar dicapai
kesepakatan yang memuaskan semua pthak yang bergerak di bidang peternakan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah
implementasi model George Edwards lll, dengan fokus pertanyaan terhadap

bagaimana komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur organisasi serta faktor-
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faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
Dari pertanyaan tersebut kemudian difokuskan pada empat faktor yang dimaksud
yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur organisasi.
Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi
suatu kebijakan, sehingga dalam penelitian ini peneliti menyajikan alur pikir
dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Subsektor Peternakan di Kota

Tual disajikan dalam Bagan 2.2 berikut ini :
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Bagan 2.2
Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Pengembangan
Subsektor Peternakan di Kota Tual.
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Dari Bagan 2.2 tersebut di atas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai
berikut:

a. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan

dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di
bawahnya ;

b. Variabel sumber-sumber terdiri dari manusia, informasi dan sarana

prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan ;

c. Variabel kecenderungan-kecenderungan atan dapat dikatakan sikap atau

disposisi aparat pelaksana.

d. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimafa struktur pemerintah,

bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan ;

Pembangunan sub sektor petemaKan yang dilaksanakan pemerintah Kota
Tual dalam hal ini Dinas Pertaniapdap’Kehutanan dituangkan dalam Perencanaan
Strategis (Renstra) Dinas Pertanian” dan Kehutanan Kota Tual yang memuat
kebijakan, program dan\kegiatan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nonief4 Tahun 2009 tentang RPJIMD Kota Tual 2009 — 2013,
dimana implementasi kebijakan tersebut ditvangkan dalam program, kegiatan dan
anggaramhdalam bentuk alokasi anggaran pembangunan, yang dikenal dengan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tual.

Program-program prioritas sub sektor peternakan antara lain program
pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, program peningkatan produksi
usaha 1ternak program meningkatkan pendapatan peternak dan program
peningkatan penerapan teknologi peternakan. Implementasi kebijakan tersebut

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor komunikasi, sumber daya,
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meliputi dari penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan
komunikasi. Sub faktor sumberdaya terdiri dan sumberdaya manusia, anggaran
dan wewenang. Sub faktor sikap terdiri dari persepsi, respon, dan pengaturan
birokrasi. Sub faktor struktur organisasi terdin dan struktur organisasi, koordinasi
dan Prosedur Operasi Standar (SOP).

Program dan kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan manfaat
terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya petani peternak yang ada di Kota
Tual. Selanjutnya diperlukan suat konsep strategi yang mampu-mengoptimalkan
implementasi kebijakan pengembangan subsektor{peternakan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak.

C. Konsep Operasional
Implementasi Kebijakan adalah tahap-pelaksanaan atas suatu aturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen yang-telah ditetapkan sebagai suatu arahan atau
dasar tindakan.
Program adalabh_kumpulan dari kegiatan-kegiatan secara sistematik yang
diarahkan unfuk-mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Anggaran adalah sejumlah dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan
kegiatan rutin subsekior peternakan.
Kegiatan adalah pekerjaan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan rutin.
Lingkungan Strategis adalah faktor pendorong dan faktor penghambat dalam
implementasi kebijakan.
Strategi adalah rancangan, konsep atau aturan untuk mencapai tujuan suatu

organisasi/ instansi.
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BAB HI

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana
implementasi kebijakan pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual.
Untuk memperoleh gambaran dimaksud, digunakan metode deskriptif kualitatif.
Metode deskriptif kuvalitatif yaitu pemecahan masalah yang @iselidiki dengan
mengantarkan atan menggambarkan keadaan subyek dan obyek. Peneliﬁan pada
keadaan sekarang berdasarkan pada fakta-fakta atau data-data yang tampak atau
sebagaimana adanya. Secara teoritis penelitian’ kualitatif dianggap melakukan
pengamatan, mencari pola-pola hubungan antara konsep yang sebelumnya tidak
ditentukan. Teknik kualitatif mencoba-memberikan kesimpulan kualitatif atas
keseluruhan data dengan cara miembandingkan data primer yang didapat dengan
teori yang ada. Melalui‘m¢tede penelitian kualitatif ini peneliti berharap mampu
mengungkapkan bhagaimian implementasi kebijakan pengembangan peternakan di
Kota Tual yanig-pada akhirnya juga mampu menghasilkan suatu konsep strategi
dalam ranpgkd mengoptimalisasikan implementasi kebijakan pengembangan
peternakan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kota Tual pada bulan Oktober sampai dengan
Desember 2012, pemiliban lokasi dilakukan dengan sengaja (purposive) dengan
pertimbangan bahwa lokasi tersebut layak dan sesuai untuk dijadikan objek

penelitian.
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B. Informan Penelitian

Dari penelaahan teori paling tidak ada dua domain dalam implementasi
kebijakan, yakni pelaksana kebijakan pemerintah dan masyarakat sebagat
kelompok sasaran. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini berasal
dari stakeholder yang ditetapkan secara purposive sampling (sampel bertujuan)
karena dianggap lebih paham dan dinilai memiliki kepentingan atau kompetensi
dan pengaruh dalam menentukan arah pembangunan peternakan di Kota Tual,
selanjutnya informan dimaksud dapat memberikan informasi, yang sesuai dengan
permasalahan penelitian.

Adapun informan yang dilibatkan dalam/penélitian int berasal dan instansi
atau lembaga terkait antara lain Badan® Perencanaan Pembangunan Daerah,
Litbang Kota dan PMD Kota Tual sebanyak 1 orang, Dinas Pertanian dan
Kehutanan Kota Tual sebanyak 2\orang, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tual sebanyak 2 orang, Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan
Daerah 1 orang dan‘®endamping Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis
Pedesaan Kota Tual & Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 1 orang.

Sedang peternak sebagai kelompok sasaran sebanyak 20 orang, yaitu
pelemak-peternak yang memperolch paket bantuan peternakan sejak tahun 2009

sampai dengan tahun 2012.

C. Teknik Pengumpulan Data
Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan
langsung dan wawancara dengan responden terpilih, sedangkan data sekunder

diperoleh melalui telaahan pustaka dan sumber-sumber yang diperoleh dari
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instansi-instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas
Pertanian dan Kehutanan serta instansi atau lembaga lainnya terkait dengan tujuan
penelitian ini.

Pengambilan data pnmer dilakukan dengan wawancara pada tingkat
kebijakan dan program dilakukan kepada pejabat pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Litbang Kota dan PMD Kota Tual, Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Tual, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual. Data yang dikumpulkan pada
informan penelitian antara lain:

- Perumusan kebijakan dan program ;

- Kendala-kendala dalam perumusankebijakan dan program ;

- Faktor pendukung dani“faktor penghambat dalam pengembangan

subsektor peternakan.
Sedangkan pada tingkat petani peternak adalah :

- Manfaat\yang diperoleh selama pemeliharaan ternak ;

- Permasalahan yang dihadapi selama memelihara ternak bantuan dari
pemerintah dan langkah-langkah yang dilakukar dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi.

- Persepsi peternak terhadap implementasi kebijakan subsektor

peternakan, meliputi komunikasi, sumber daya dan sikap petugas .

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41388 pdf

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan triangulasi data, yang dilakukan dengan
menggabungkan antara wawancara, observasi dan studi pustaka.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara
langsung kepada informan dimana peneliti membuat kerangka dan garis besar
pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan dalam proses wawancara. Selain
melakukan wawancara langsung dengan responden, penulis- juga membuat
quisioner yang diisi oleh peternak sebagai kelompok sasaraii.

2. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan‘dan pencatatan secara langsung
terhadap kondisi lingkungan yang tegjadi terhadap obyek penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dildkukar dengan mempelajari buku-buku referensi, Perda,
dan Laporan-lapordn ‘yang berkaitan dengan obyek penelitian. Disamping itu
dilakukan dokumentasi yakni pengumpulan data dengan mencari informasi dari
catatan atau_dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah

penelitian.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan
pengumpulan data. Data yang diperoleh dari lapangan, batk data sekunder
maupun data primer akan disusun dan dikaji serta dianalisis dengan menggunakan
pendekatan kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan

sesuai dengan masalah penelitian. Pada dasarnya analisis data adalah bagaimana
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menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk
uraian, dan penjelasan sehingga mampu menghasilkan informasi yang ilmiah.
Pada penelitian ini data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam membahas
suatu pokok permasalahan. Pada apalisis ini fokus penelitian dan pembahasan
walaupun diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian

fenomena yang mienjadi permasalahan penelitian tetap diungkap dan diuraikan.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan
terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Subsektor Peternakan di Kota
Tual dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan program dan kegtatan subsekior peternakan 2009-
2012 belum sepenuhnya dapat dibiayai dan diimiplementasikan dalam
kegiatan operasional pembangunan subsektof peternakan di Kota Tual,
hal disebabkan keterbatasan anggafan; schingga anggaran yang
dialokasikan belum mencukupi untuk\mendukung program dan kegiatan
pada subsektor peternakan.

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan
Subsektor Peternakan di’K ota Tual antara lain :

a. Komunikasi
Kejelasan dan kecukupan informasi tentang kebijakan pada subsektor
peternakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan telah
disampaikan kepada petani/ peternak sebagai kelompok sasaran melalui
sosialisasi yang dilakukan di lokasi peternak maupun di Kantor Dinas
Pertanian dan Kehutanan Kota Tual dan telah diterima dengan baik.
Hal yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya intensitas
penyuluhan tentang kegiatan-kegiatan subsektor peternakan utamanya

mengenai penanggulangan penyakit pada ternak.
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b. Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota
Tual sudah ada, dan ke empat orang pegawai pada bidang petemmakan
berlatar pendidikan S1. Namun secara kuantitas, jumlahnya masih
sangat kurang, sehingga tidak dapat menjangkau wilayah Kota Tual
secara keseluruhan. Disamping itu, belumn adanya tenaga khusus seperti
penyuluh lapangan, mantri ternak dan dokter hewan menjadi salah satu
penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

Pemerintah Kota Tual telah menyediakan).alokasi anggaran untuk
mendukung kebijakan program dan kegiatan pengembangan subsektor
peternakan, namun APBD I1 “belum dapat membiayai secara
keseluruhan dan kegiatan-kegiatan yang telah dirumuskan dalam
Rencana Strategis pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual.

c. Sikap atau dispusisi

Para petugas bérsikap terbuka dan jelas dalam memberikan sosialisai
tentang \program, kegiatan dan anggaran yang ada pada bidang
peteriakan. Para pengambil kebijakan juga sangat mendukung program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kota Tual. Petani/peternak selaku target atau kelompok sasaran juga
bersikap sangat mendukung dan menerima kegiatan pengembangan
subsektor peternakan. Namun ada beberapa peternak yang tidak
bersungguh-sungguh dalam usaha pemeliharaan ternak yang dibenikan
oleh pemerintah dan belum melaksanakan tatalaksana pemeliharaan

ternak dengan baik.
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d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi khususnya bidang yang menangani peternakan telah
terbentuk pada Dinas Pertanian dan Kebutanan Kota Tual yang diatur
dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas dan
Fungsi Pokok Bidang Peternakan. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan
operasional bidang peternakan belum mempunyai SOP sebagai acuan
kerja, hanya menggunakan Pedoman Umum dan Petusijuk Pelaksanaan
Teknis Kegiatan sebagai dasar dalam operasional‘kegiatan.

3. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan/péngembangan subsektor
peternakan diperlukan berbagai strateg yang saling mendukung baik
faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut selanjutnya
diintegrasikan dan diramuskan dalam bentuk strategi. Ditinjau dari aspek
sumber daya alam sepertiNuaslahan serta potensi bahan pakan yang masih
cukup tersedia dén/petensial untuk dikelola bagi pengembangan usaha
petermakan. Perimiimtaan masyarakat dan tingkat kebutuhan terhadap hasil-
hasil peternakan juga dapat menciptakan iklim pemasaran yang baik.
Secara umum sistem usaha petemakan di Kota Tual selama ini masih
bersifat usaha sambilan. Hal ini tergambar dari ciri-ciri usaha peternakan
peternak responden sebagian besar sesuai seperti apa yang diungkap
bahwa usaha petemakan bersifat sambilan adalah usaha yang dicirikan
oleh skala pengusahaan ternak yang refatif kecil, tidak berorientasi
ekonomi, sehingga pola manajemen dalam usaha pemeliharaan ternak juga

harus dirubah.
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Program pengembangan subsektor petermakan tidak mungkin dapat
dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual secara sendiri,
akan tetapi keterlibatan dari instansi lain dan stakeholder terkait juga
sangat dibutuhkan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang
baik dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung program kegiatan

dimaksud.

B. Saran
Setelah mengetahu1 bagaimana implementasi kebijakan pengembangan
subsektor peternakan di Kota Tual, begitu pun dengan faktor pendukung dan
faktor penghambat, maka saran yang dapat dikémukakan antara lain :

1. Hal penting yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota
Tual dalam rangka mengoptimalkan implementasi atas Kkebijakan-
kebijakan pengembarigan, subsektor yang telah ditetapkan antara lain
memberikan tambahan alokasi anggaran sebagai salah satu upaya untuk
mencapai ~fujuarn dari kebijakan-kebijakan dimaksud yakni mendorong
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat peternak.

2. Dart hasil identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, antara
lain :

a. Komunikasi :
Intensitas dan konsistensi penyampaian informasi melalui penyuluhan
perlu ditingkatkan, paling kurang sebulan sekali dengan cara memantau
atau mengunjungi petemak, terutama bagi yang menemui kendala atau

masalah dengan pemeliharaan ternak mercka.
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b. Sumber daya
Sumber daya manuasia baik aparatur maupun peternak merupakan hal
yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian serius. Kemampuan
dan jumlah pegawat yang masth sangat kurang, sehingga perlu untuk
memberikan keterampilan kbusus kepada pegawai yang sudah ada
melalui diklat dan bimtek. Begitu pula dengan peternak, kiranya dapat
disertakan dalam kegiatan magang schingga dapat membuka wawasan
mereka tentang bagaimana cara pengembangkan, usaha yang baik.
Melakukan rekruit sumber daya aparatur yang mempunyat keahlian dan
kemampuan yang baik untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan
bidang peternakan.
Alokasi anggaran untuk pengémbangan subsektor petermakan kiranya
dapat ditambah uptuk, dapat mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan
yang telah ditétapkan:

¢. Sikap / disposisi
Sikap.dari peternak sebagai penerima bantuan atau kelompok sasaran
hendaknya bisa dirubah secara perlahan-lahan dari pola pemelibaraan
tradisional menjadi pola pemeliharaan yang berorentasi pada
keuntungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

d. Siruktur Organisasi
Standar Operasional Prosedur harus segera ditetapkan, sehingga acuan
dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan menjadi jelas dan terarah.

Kemudian Petunjuk umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
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menjadi bahan tambahan atau petunjuk yang lebih merincikan tentang
program dan kegiatan yang ada.
3. Dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan subsektor

peternakan di Kota Tual, dapat diterapkan strategi antara lain :

a. Intensifikas1 budidaya berbagai jenis ternak;

b. Peningkatan sumberdaya manusia peternakan melalui pelatihan-
pelatihan dan magang;

¢. Pemberdayaan petani peternak/kelompok tani terniaks;

d. Meningkatkan mutu penyuluhan dan pembinaan bidang petemakan;

e. Membangun kerjasama dibidang pet¢mékan dengan lembaga-lembaga

terkait dan perusahaan-perusahaan peternakan.

Konsep strategi yang dirumuskan dalam tulisan imi kiranya dapat
digunakan sebagai bahan rekemendasi untuk pengembangan subsektor peternakan
di Kota Tual pada masa, yang akan datang, bagi segenap stakeholder antara lain
Pemerintah Kota Tual” dalam Dinas Peternakan dan Kehutanan, DPRD,

Lembaga/Instansi teknis terkait dan masyarakat petemak.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41353.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana
Jurnal Admianistrast Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.

Arlina, F. 1997. Kajian Kebijakan Pemerintah mengenai Kuota Pengeluaran
Ternak Terhadap Perkembangan Populasi Sapi Bali Dan Analisis Sapi Bali
Bibit di Propinsi NTB (Tesis). Bogor: Program Pasca Sarjana Institut
Pertanian Bogor.

Babhri, Sjamsul, (2008). Kebijakan dan Strategi Pengembangan.Ternak (strategy
and programmes of livestock development in Indonesiq). Séminar Nasional
Teknologi Peternakan dan Veteriner 2008. Jakarta, Direktorat Jenderal
Peternakan Departemen Pertanian.

Chalid, Pheni, (2008) Teori dan Isu Pembangunan, Cetakan ke Empat. Jakarta
Universitas Terbuka.

Christianta, B. dkk, (2010) Manajenten Strategik. Jakarta. Universitas Terbuka.

Dora, A G, (2010). Kritisy Jaternal dan FEksternal Fakior-faktor yang
mempengaruhi Pefusahdan: Perencanaan Strategis. Fakulias Engineerings
Sipil, Universitas Teknologi MARA, Malaysia EuroJournals Publishing, Inc
2010. http://www etirojournals.com/finance.htm

Dunn, William N (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua.
Yogjakarta: Gajah Mada University Press.

Hanafiah, (1988) Aspek Lokasi dalam Analisis Ekonomi Wilayah. Bogor : Jurusan
Iimu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian
Bogor.

Harisudin, M. 2004. Pemikiran Model Pengembangan Produk Pangan Skala
Industri Kecil yang Berorientasi pada Konsumen. Jakarta, Widya Karya
Pangan dan Gizi VIII (17-1 9 Mei 2004).

Hasniati, (2012) Manajemen Stratejik. Materi Kuliah Pascasarjana, Universitas
Hasanuddin. Makassar.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
99



41363 pdf

Islamy, M. Irfan (2001) Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi
Aksara, Jakarta.

Mardiasmo, (2002) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta.
Penerbit Andi.

Nugroho, R, (2004) Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

——————-_ (2006) Kebijakan Publik untuk Negara-neggra Berkembang.
Jakarta. Gramedia.

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Tual
Tahun 2009 - 2013.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Pengelolaan K euangan Daerah:

Saragih, B. (2001). Suara dari Begor: Membangun Sistim Agribisnis. Bogor.
Bogor, Edisi Milenium. Sucofindo.

Sadik, I dan Artahnai Ald, (2011) Analisis SWOT untuk Merumuskan Strategi
Pengembangan, Komoditas Karet di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan
Tengah, Jurnal Agribisnis Perdesaan ~ 166 ~ Volume (1 Nomor 03
September 2011.

Salusu. J, (2003). Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan
Organisasi Non Profit. Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Santoso, Urip, (2010). Dasasila Peternakan dalam Pembangunan Peternakan
di Indonesia. Jurusaan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas

Bengkulu.

Setyadi, Iwan Tritenty, (2005). Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen
Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima
Kota Magelang. (Tesis). Yogyakarta. MPKD Universitas Gadjah Mada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



418B3.pdf

Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi ).
cetakan kedua Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soehamo, B, (2002) Agribisnis Ayam Ras. Cetakan-V (edisi revisi). Jakarta, PT.
Penebar Swadaya.

Rakhmat. (2012) Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan. Edisi 1.
Yogyakarta. Graha Ilmu.

.................. (2009). Teoni Administrasi dan Manajemen Publik. Cetakan 1. Jakarta.
Pustaka Arif.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual, 2008-2013.

Tanziha, 1. 2007. Analisis dan Perencawaan debijakan Ketahanan Pangan
Bogor; Sekolah Pasca Sarjama Institut\Pertanian Bogor (Program Studi
Magister Manajemen Ketahanan Fangan).

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta.
Balairung & Co.

Wahab, Solichin Abdul,(2001). Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: IKIP
Malang Press:

Widodo, Joko. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik. Malang. Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta. Media
Pressindo.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41353.pdf

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN TUGAS AKHIR :
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SUBSEKTOR PETERNAKAN KOTA TUAL

OLEH :

LILI IRAWATI USMAN
NIM. 016 762065

Lty

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI
PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
AMBON
2012
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41353.pdf

KAMI MOHON BAPAK/IBU DAPAT MENGISI DAFTAR PERTANYAAN INI
SECARA OBJEKTIF DAN BENAR. PENELITIAN INI DILAKUKAN DALAM
KERANGKA AKADEMIK DENGAN TUJUAN ILMIAH, SEMUA DATA
YANG DIBERIKAN AKAN DIJAMIN KERAHASIAANNYA
SESUAI KODE ETIK ILLMIAH.

I. INFORMAN PENELITIAN
NOMOR
NAMA
ALAMAT
PEKERJAAN /JABATAN
1. Menuryt Saudara apakah mckanisme perumusan kcbijakan yang telah
dilaksanakan sudah mengikuti prosedur yang berlaku?
2. Jika perumusan kebijakan belum mengikuti/prosedar yang berlaku, maka
saran Saudara :
3. Apakah Saudara mendukung kebijakah pembangunan subsektor peternakan
pada tahun-tahun sebelumny4.(2009~ 2011)?
4. Apabila Saudara tidak™ mendukung kebijakan sub scktor peternakan,
alasannya adalah :
5. Apa pendapat Saudara tentang program pengembangan ternak pada subsektor
peternakan?
6. Menurut.3audara bagaimana sebaiknya cara untuk menentukan jumlah pagu
anggaran untuk Badan/Dinas/Kantor yang ada di Kota Tual :
7. Apa permasalashan yang dialami dalam perumusan kebijakan subsektor
peternakan di Kota Tual?
8. Menurut Bapak/lbw/Sdr apa yang menjadi pendukung dan penghambat
kebijakan pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual?
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Berikan tanda V pada alternatif pemberian bobot terhadap faktor-faktor
pendukung dan penghambat yang tersedia untuk kuesioner di bawah ini
adalah :

1 = kurang penting / kurang menentukan.

2 = agak penting / agak menentukan.

3 = penting /menentukan.

4 = sangat penting / sangat menentukan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi implementasi Kebijakan Subsektor

Peternakan
No. | Uraian — Pt
1. | Faktor Komunikasi

Penyaluran Komunikasi
Konsistensi Komunikasi
Kejelasan Komunikasi -

" 2. | Faktor Sumber Daya
Sumberdaya Manusia B
Anggaran

Wewenang Dan'Informasi

3. | Faktor Dispasisi / Sikap

Persepsi

Respon

Pengaturan birokrasi
4. | Faktor Birokrasi
Struktur Organisasi

Koordinasi

Satndar Operasional Prosedur (SOP) |
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ALTERNATIF STRATEGI YANG DITAWARKAN:

Berikan nilai daya tarik suatu strategi adalah dengan memberikan nilai numerik
((1-4) yang paling sesuai menurut responden.
Nilai Daya Tarik (NDT) adalah:
1 = tidak menarik.
2 = agak menarik.
3 = cukup menarik.
4 = sangat menank.
Berikan tanda (V) pada kolom yang tersedia :

No. Altematif Strategi 1 2 3 4

1. : Intensifikasi budidaya berbagai jenis ternak

2 Peningkatan sumberdaya manusia / dan
pemberdayaan petani peternak / kelompok( tani
temak melalui pelaiihan-pelatihan dan miagang
3 Alokasi anggaran yang ciknp untuk
" | mendukung program dan kegiatan”subscktor
_| peternakan 4

Membangun kerjasama ‘dibidang peternakan
dengan  lembaga-leinbaga” terkait dan
perusahaan-perusaliaan peternakan

5. | Penyuluhan dad pémbinaan bidang peternakan |

Informan
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II. PETANI/PETERNAK

Nama

Umur

Jents Kelamin

Pendidikan

Alamat

Jumlah Ternak yg diterima

1. Sejak kapan Saudara mulai beternak ? ......... (e tahun}

Jenis ternak apa yang Saudara pelihara?

Atas dasar apa Saudara memelihara ternak?
Program pemerintah/bantuan yang sesuai untukvpeéngembangan ternak di
Kota Tual?

5. Selain memelihara ternak, vsaha apa lagiiyang Saudara jalankan?

6. Jenis manfaat yang telah Saudara perolch dan program termak pemerintah?

Ll

=

Berapa besar pengeluaran Sandara dari pemeliharaan ternak selama 3
tahun terakhir :
a. Kandang //sarania pendukung =
b. Obat-ghatan =
c. PakanJ makanan =
d."\Tenaga kerja =
¢, Lain-lain =
8. Berapa penerimaan yang Saudara peroleh dari pemeliharaan ternak selama
3 tahun terakhir :
a. Penjualan kotoran {pupuk kandang) =
b. Penjualan ternak =
¢. Penjualan telur =
9. Apa permasalahan yang Saudara alami selama memelihara ternak yang

diperoleh dari bantuan pemerintah?
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10. Bagaimana perkembangan termnak yang Saudara terima dari program
pemerintah?

11. Bagaimana sistem perkawinan ternak yang Saudara pelihara?

12. Apa jenis Penyakit yang pernah dialami ternak yang Saudara pelihara?

I. Komunikasi

1. Apakah Saudara mengetahui tentang program, kegiatan dan anggaran utuk
pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual?

2. Dari mana Sawdara mengetahui tentang program, kegiatan dan anggaran
untuk pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual?

3. Apakah Pemerintah atau Dinas terkait melakukan sosialiasi mengenai
program, kegiatan dan anggaran utuk pengembarngan subsektor peternakan
di Kota Tual?

4. Menurut Saudara bagaimana pelakSanaan kebijakan untuk pengembangan
subsektor peternakan?

5. Apakah ada kegiatafi_penyuluhan dari dinas terkait selama Saudara
memelihara temak dari program pemerintah?

6. Berapa kali petugds melakukan penyuluhan?

11. Sumber Daya

]. Menurut Saudara, bagaimana kemampuan petugas dalam memberikan
penyuluhan atau pengarahan tentang kebijakan pengembangan subsektor
peternakan di Kota Tual?

2. Bagaimanakah kemampuan petugas dalam melakukan komunikasi dengan
para petani/peternak?

3. Menurut Saudara apakah petugas yang memberikan sosialisasi dan

penyuluhan sudah cukup jumlahnya?
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IIi. Sikap

1. Menurut Saudara bagaimanakah sikap para petugas dalam memberikan
sosialisai tentang program, kegiatan dan anggaran yang dalam rangka
pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual?

2. Bagaimana sikap Saudara sehubungan dengan program, kegiatan dan
anggaran yang dalam rangka pengembangan subsektor peternakan di Kota
Tual?

3. Bagaimanakah pendapat Saudara tentang program, kegiatan dan anggaran
untuk pengembangan subsektor peternakan di Kota Tual?

Petermak
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LAMPIRAN 2

PETA ADMINISTRASI KOTA TUAL

- . e 0 S R SN

PETISSMAN (ETRW)
| S RENCANA TALA RUANG WILATAH
..._.‘ EOUA TUAL TANUN 2000 - 200
s

Comin 11
L ST
oA A

PEAEBUTAN DATRAN [GTA TUAL
BADAN PERENC ANAAN FEMBANGINAN DAERAR
(BAPPEDA)
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LAMPIRAN 3

PEMERINTAR KOTA TUAL

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS

Jin. Gojah Mada No. 1 Tual, #F {0916) 22364 Tual

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070/152/SKSP/2012

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kota Tual dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LILI IRAWATI USMAN, S.Pt

NIM : 016 762 065

Program Studi : Magister limu Administrasi Bidang Minat Administrasi
Publik Universitas Terbuka

Judul Penelitian : “Implementasi Kebijakar Pengembangan Subsektor
Peternakan di Kota Tual “

Lokasi Penelitian . Dinas Pertanian.dan Kehutanan Kota Tual

Tetah melaksanakan kegiatan penelitian terhitung dan tanggal 1 Oktober sampai
dengan 1 Desember 2012,

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Dikeluarkan di: Tual
Pada Tanggal : 10 Desember 2012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Walikota Tual di Tual (sebagai laporan);
2. Direktur PPs-UT di Jakarta;
3. Yang bersanghkutan umuk di ketahui;
4. Arsip
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